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ABSTRAK 

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan kebijakan nasional yang 

menekankan keterlibatan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim melalui kegiatan berbasis lingkungan di tingkat lokal. Keberhasilan 

pelaksanaan program ini tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi 

juga oleh kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi 

manajerial, khususnya fungsi organizing. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung 

Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan 

penelitian meliputi pimpinan dan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karo serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

ProKlim. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pembagian 

tugas antarbidang masih belum terintegrasi secara menyeluruh, dan koordinasi 

lintas sektor belum berlangsung secara konsisten. Kondisi tersebut berdampak pada 

pelaksanaan ProKlim yang cenderung terfokus pada kegiatan tertentu, seperti 

pengelolaan sampah, sementara aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

lainnya belum dikembangkan secara seimbang. Oleh karena itu, penguatan struktur 

organisasi, kejelasan peran, serta peningkatan mekanisme koordinasi lintas pihak 

menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program 

Kampung Iklim di Kabupaten Karo. 

Kata kunci: efektivitas, fungsi organizing, Program Kampung Iklim, Dinas 

Lingkungan Hidup, Kabupaten Karo. 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Program Kampung Iklim atau ProKlim merupakan salah satu inisiatif strategis 

Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Program ini dirancang untuk memperkuat aksi masyarakat 

dalam menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis 

lokal. ProKlim mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengelolaan sampah dan 

limbah, peningkatan ketahanan pangan, konservasi air, penghijauan, efisiensi 

energi, hingga pengendalian penyakit akibat perubahan iklim. Cakupan kegiatan 

yang luas ini menuntut sinergi antara Pemerintah, masyarakat, dan berbagai 

pemangku kepentingan agar ProKlim dapat berjalan efektif.  

Pelaksanaan ProKlim memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yang menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian 

pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penguatan kapasitas masyarakat 

dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 secara khusus mengatur 

tentang pelaksanaan Program Kampung Iklim, termasuk mekanisme pembinaan, 

penilaian, dan pelaporan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Kerangka hukum ini 
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menegaskan bahwa ProKlim merupakan bagian integral dari kebijakan nasional 

menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. 

Kabupaten Karo merupakan salah satu Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang 

telah mengadopsi Program Kampung Iklim melalui Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH). Daerah ini memiliki karakteristik ekologis yang khas dengan bentang alam 

pegunungan, lahan pertanian hortikultura, serta kawasan wisata seperti Berastagi 

dan Kabanjahe. Potensi ini sekaligus menghadirkan tantangan terhadap 

pengelolaan lingkungan, terutama karena peningkatan aktivitas pertanian, 

pariwisata, dan permukiman yang berpotensi memperbesar emisi dan menurunkan 

kualitas lingkungan. Dalam konteks inilah, ProKlim di Kabupaten Karo menjadi 

instrumen penting untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan menumbuhkan 

aksi komunitas desa dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. 

Pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo melibatkan berbagai organisasi dan 

aktor. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator teknis yang mengatur 

perencanaan, pembinaan, serta evaluasi kegiatan. Namun, keberhasilan program 

tidak hanya bergantung pada DLH, melainkan juga pada sinergi dengan instansi 

lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan 

Daerah (Bappelitbangda) dalam perencanaan dan pembiayaan. Selain itu, peran 

Pemerintah kecamatan, desa, kelompok ProKlim, PKK, Karang Taruna, serta mitra 

swasta juga sangat menentukan. Kolaborasi lintas organisasi ini idealnya 

mencerminkan sistem kerja yang terstruktur, tetapi di lapangan masih sering 

berjalan parsial dan sektoral. 
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Peran Bappelitbangda Kabupaten Karo sangat krusial dalam hal ini. Sebagai 

lembaga perencana pembangunan Daerah, Bappelitbangda berperan dalam 

merancang kebijakan dan strategi lintas sektor agar program lingkungan, termasuk 

ProKlim, dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah 

Daerah (RPJMD) dan program prioritas Pemerintah abupaten. Bappelitbangda juga 

bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai stakeholder, mulai dari Dinas 

Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis, hingga Pemerintah desa sebagai 

pelaksana di lapangan. Melalui pendekatan kolaboratif, lembaga ini mendorong 

penyusunan program ProKlim berbasis data wilayah dan potensi lokal yang sesuai 

dengan karakteristik ekologi dan sosial masyarakat Karo. Dukungan perencanaan 

dari Bappelitbangda mencakup penyediaan anggaran, sinkronisasi kegiatan 

antarinstansi, serta integrasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke 

dalam dokumen perencanaan Daerah. 

Menurut Suciasih dkk (2024, hal. 7) menunjukkan bahwa implementasi 

ProKlim di berbagai Daerah masih belum optimal karena lemahnya koordinasi 

antarinstansi dan terbatasnya kapasitas organisasi pelaksana di tingkat Daerah.  

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo 

terletak pada aspek pengorganisasian atau organizing. Struktur organisasi 

pelaksana di DLH masih belum menunjukkan pembagian peran yang jelas antara 

bidang-bidang internal, sementara hubungan koordinatif dengan organisasi lain 

belum terbentuk secara efektif. Beberapa desa binaan melaporkan bahwa 

pendampingan kegiatan seperti konservasi air, penghijauan, atau efisiensi energi 

tidak berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, pelaksanaan ProKlim di 
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lapangan sering kali hanya menonjolkan kegiatan pengelolaan sampah karena 

dianggap lebih mudah diukur dan dilaksanakan, sementara aspek lain dari ProKlim 

belum mendapat perhatian yang seimbang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

substansi ProKlim yang seharusnya menyeluruh masih belum terwujud sepenuhnya 

di Kabupaten Karo. 

Keadaan tersebut mencerminkan kondisi nyatanya, di mana ProKlim di 

Kabupaten Karo telah terlaksana tetapi masih berfokus pada isu tertentu dan belum 

terintegrasi secara penuh antar bidang. Idealnya atau dalam kondisi yang 

seharusnya, ProKlim dijalankan sebagai program kolaboratif yang melibatkan 

seluruh bidang terkait, dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme 

koordinasi yang kuat. Fungsi organizing seharusnya berperan dalam memastikan 

adanya struktur kerja yang efisien, komunikasi lintas organisasi yang terarah, serta 

sistem pemantauan terpadu atas seluruh kegiatan ProKlim. 

Penelitian ini menjadi penting karena efektivitas ProKlim tidak hanya 

ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kekuatan sistem organisasi 

Pemerintah Daerah yang mengelolanya. Fungsi organizing yang baik mampu 

mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dari berbagai 

instansi agar program tidak berjalan sektoral. Dengan menelaah efektivitas fungsi 

organizing dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo, penelitian ini berupaya 

memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana struktur organisasi, pola 

koordinasi, serta pembagian peran antaraktor berpengaruh terhadap keberhasilan 

program lingkungan berbasis komunitas di tingkat lokal. Hasil kajian ini diharapkan 

dapat memperkuat praktik tata kelola kelembagaan Daerah agar ProKlim menjadi 
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gerakan adaptasi dan mitigasi iklim yang berkelanjutan dan berdaya guna. 

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

“EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG 

IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 

KARO.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam konteks meningkatnya tantangan dalam Program Kampung Iklim 

pentingnya fungsi manajerial dalam organisasi publik, penelitian ini berfokus pada 

upaya memahami “Bagaimana efektivitas fungsi organizing dalam Program 

Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo?” 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi organizing dalam 

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. 

 1.4. Manfaat Penelitian 

Suatu Penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian 

tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

administrasi publik, khususnya terkait implementasi fungsi organizing dalam tata 

kelola lingkungan berbasis program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini turut 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori organisasi sektor publik dengan 

menekankan bagaimana pengaturan struktur, mekanisme koordinasi, pembagian 
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peran, dan keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan memengaruhi efektivitas 

pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat pemerintah daerah. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan 

fungsi organizing, khususnya dalam pengaturan koordinasi, pembagian peran, 

integrasi kerja, dan kolaborasi lintas pihak pada pelaksanaan Program Kampung 

Iklim (ProKlim). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar perumusan 

kebijakan operasional yang lebih efektif guna memperkuat tata kelola lingkungan 

berbasis partisipasi masyarakat di daerah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I     : PENDAHULUAN 

    Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

BAB II    : URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan  dengan 

pengertian efektivitas, fungsi organizing, Program Kampung Iklim 

(ProKlim), dan hubungan program dengan organizingnya. 

          BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep,definisi 

konsep, kategorisasi penelitian, tenik pengumpulan data, teknik analisis 

data, lokasi dan waktu penelitian 
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 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan 

menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari narasumber 

 BAB V  :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

diteliti 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Efektivitas 

2.1.1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan indikator utama dalam administrasi publik yang 

menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara terukur, terarah, dan 

berdampak. Efektivitas tidak sekadar menilai output, tetapi juga menilai kesesuaian 

hasil dengan tujuan, kualitas proses kerja, serta dampaknya bagi sasaran kebijakan. 

Dalam sektor publik, efektivitas memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi 

privat karena tidak hanya berorientasi pada kinerja internal, tetapi juga pada 

kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas 

menjadi instrumen evaluasi yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan dampak 

sosial yang dihasilkan. 

Menurut Nuraida (2019, hal. 4) efektivitas ialah pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas tidak 

hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan program, tetapi juga dari tingkat 

ketepatan sasaran, relevansi implementasi, serta keberterimaan manfaat oleh 

masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa program yang berjalan tanpa 

mengacu pada indikator pengukuran yang jelas tidak dapat dikategorikan efektif, 

sekalipun realisasinya berjalan tanpa hambatan teknis. 

 Menurut Febrian dan Maharani (2021 hal 39) menegaskan efektivitas dalam 

organisasi publik dapat diartikan sebagai perbandingan antara outcome dan output 
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program, di mana efektivitas dinilai dari dampak yang dialami setelah 

implementasi. Dalam perspektif ini, organisasi dapat dikatakan efektif jika 

kebijakan dan layanan yang dihasilkan mampu menjadi solusi nyata atas masalah 

publik yang mendasari lahirnya program tersebut. Artinya, efektivitas tidak hanya 

mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga keberhasilan substantif dalam 

menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. 

Efektivitas bukan kondisi statis, melainkan kemampuan organisasi 

mempertahankan performa kebijakan agar tetap relevan, adaptif, serta memberikan 

dampak yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program 

tidak hanya dilihat dari capaian awal, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan 

kualitas implementasi dalam jangka panjang. 

Dalam pengelolaan sampah, misalnya, efektivitas tercermin pada 

menurunnya residu sampah, meningkatnya cakupan layanan, membaiknya 

koordinasi kelembagaan, serta timbulnya perubahan perilaku publik dalam 

pengelolaan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas mencakup dimensi 

internal organisasi dan eksternal dampak layanan. 

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, efektivitas dalam penelitian ini 

dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo 

dalam menjalankan proses organizing untuk mewujudkan pengelolaan sampah 

yang optimal, terkoordinasi, tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan baik 

pada aspek tata kelola kelembagaan, kualitas layanan, maupun perubahan kondisi 

lingkungan dan respons publik. 
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2.1.2. Jenis-Jenis Efektivitas 

Efektivitas dalam kajian administrasi publik tidak bersifat tunggal, melainkan 

memiliki tingkatan analisis yang berbeda sesuai dengan unit pengukuran 

kinerjanya.  

  Robbins dan Judge (2021, hal. 25) mengemukakan bahwa : 

1. Efektivitas Individu menggambarkan kemampuan seseorang dalam   

melaksanakan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. 

2. Efektivitas Kelompok mencerminkan tingkat keberhasilan tim kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan secara kolaboratif dan efisien. 

3. Efektivitas Organisasi merupakan hasil sinergi dari kinerja individu dan 

kelompok dalam mencapai tujuan bersama secara menyeluruh.  

Pembagian ini penting karena keberhasilan organisasi publik tidak hanya 

ditentukan oleh capaian institusional, tetapi juga dipengaruhi oleh performa aktor 

pelaksana dan kolaborasi antar unit kerja. Dengan demikian, pengukuran efektivitas 

harus dipahami secara berlapis dan saling terhubung antara kapasitas sumber daya 

manusia, kerja kolektif, serta tata kelola organisasinya. 

Efektivitas pada level individu berkaitan dengan kemampuan aparatur 

dalam menjalankan tugas, ketepatan menyelesaikan pekerjaan, serta kepatuhan 

terhadap standar operasional yang berlaku. Dalam konteks pelayanan publik, 

efektivitas individu menjadi fondasi awal yang menentukan kualitas pelaksanaan 

program, sebab kegagalan pada level individu akan berdampak pada koordinasi dan 

output organisasi secara keseluruhan. 
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Menurut Lestari (2020, hal. 101)  bahwa komunikasi organisasi dapat 

menjalankan fungsi utama dalam proses pembagian peran, koordinasi, dan 

penyelarasan kerja antar-unit. Ia menekankan bahwa komunikasi ke bawah, ke atas, 

dan horizontal dapat meningkatkan kejelasan instruksi, memperkuat hubungan 

kerja, dan menciptakan keterlibatan anggota dalam penyelesaian program 

2.1.3. Indikator Efektivitas 

Pengukuran efektivitas organisasi dalam administrasi publik membutuhkan 

seperangkat indikator yang tidak hanya menggambarkan capaian administratif, 

tetapi juga kebermanfaatan program bagi masyarakat.  

Menurut Ariani (2023, hal. 37-38), efektivitas organisasi publik dapat 

dilihat dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kesesuaian output, dan tingkat 

pemanfaatan hasil oleh kelompok sasaran. Indikator ini menegaskan bahwa 

keberhasilan kerja organisasi publik tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, 

tetapi juga dari akurasi hasil terhadap kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. 

Menurut Bowo dan Mahrudi (2022, hal. 106-110) Kepuasan publik 

seringkali dijadikan indikator output sosial dalam evaluasi efektivitas organisasi 

sektor publik. Pengukuran kepuasan mencakup aspek seperti keberlanjutan layanan 

kebersihan, kenyamanan lingkungan, dan respons lembaga terhadap pengaduan  

unsur-unsur yang merefleksikan dampak program bagi masyarakat pengguna 

layanan. 

Indikator operasional mencakup ketepatan perencanaan, keterpaduan 

koordinasi, serta efisiensi pelaksanaan program, sedangkan indikator sosial 

mencakup dampak kebijakan terhadap kesehatan lingkungan, keterlibatan 
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komunitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Artinya, pengukuran 

efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah harus dilakukan 

secara menyeluruh, mencakup dimensi administratif sekaligus ekologis dan sosial. 

Berdasarkan landasan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan indikator 

efektivitas yang mencakup:  

(1) ketepatan sasaran program,  

(2) ketepatan waktu pelaksanaan,  

(3) kesesuaian output dengan rencana,  

(4) tingkat kepuasan dan manfaat bagi masyarakat,  

(5) keberlanjutan dampak lingkungan, serta  

(6) keterpaduan koordinasi dan respons kelembagaan.  

Dengan demikian, efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo tidak 

hanya dimaknai sebagai keberhasilan teknis operasional, tetapi juga sebagai 

kemampuan mewujudkan perbaikan lingkungan yang terukur, partisipatif, dan 

berkelanjutan. 

2.2. Organizing (Pengorganisasian) 

2.2.1. Pengertian Organizing 

Organizing dalam manajemen publik merujuk pada proses pengaturan 

sumber daya organisasi, termasuk manusia, sarana, alur koordinasi, serta 

mekanisme kerja, agar tujuan institusi dapat dicapai secara sistematis dan efisien. 

Dalam administrasi publik, fungsi organizing tidak hanya berfokus pada pembagian 

tugas dan wewenang, tetapi juga mencakup pembentukan struktur formal, 
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mekanisme koordinasi, serta sistem komunikasi yang mendukung efektivitas 

kelembagaan.  

Menurut Rainey (2015, hal. 359) fungsi organizing dalam organisasi publik 

berperan strategis untuk menempatkan sumber daya secara proporsional dan 

terkoordinasi melalui prosedur operasional baku (SOP) dan mekanisme koordinasi, 

sehingga mengurangi risiko tumpang tindih kewenangan. Selain itu, struktur 

organisasi yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

lingkungan sosial dan dinamika kebijakan agar pelayanan publik tetap adaptif dan 

responsif terhadap perubahan.  

Transformasi fungsi organizing pada institusi publik saat ini mengarah pada 

penerapan konsep organisasi adaptif dan kolaboratif yang menekankan 

desentralisasi keputusan, penguatan peran unit kerja, serta percepatan alur 

koordinasi lintas bagian. Model organizing yang fleksibel ini mendorong 

pengambilan keputusan yang lebih responsif, khususnya dalam pengelolaan isu 

strategis berbasis kewilayahan seperti lingkungan dan kebencanaan.  

Kejelasan penugasan, alur pelaporan, serta mekanisme supervisi merupakan 

elemen penting dalam menentukan keberhasilan fungsi organizing pada lembaga 

pemerintah. Ketidakjelasan struktur koordinasi dan pembagian peran dapat 

menghambat sinergi kerja, menurunkan efisiensi program, dan memicu fragmentasi 

antar unit organisasi. Dengan demikian, organizing tidak hanya menjadi fungsi 

administratif, tetapi juga instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola 

organisasi publik secara menyeluruh. 
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2.2.2. Karakteristik Organizing 

Karakteristik organizing meliputi sejumlah aspek pokok yang membedakan 

pengorganisasian yang efektif dan yang kurang efektif. Salah satu karakteristik 

penting adalah adanya pembagian tugas yang jelas dan spesifik, sehingga setiap 

unit mengetahui tanggung jawabnya dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang-tindih  

Menurut Sudrajat dkk (2025, hal. 33-48)  bahwa restrukturisasi organisasi 

daerah yang mencakup penguatan koordinasi antar unit kerja meningkatkan kualitas 

layanan publik secara signifikan. Karakteristik lain adalah fleksibilitas struktur 

organisasi menunjukkan bahwa organisasi yang struktur internalnya terlalu kaku 

mengalami hambatan komunikasi dan adaptasi, sedangkan organisasi yang 

struktur-nya fleksibel cenderung memiliki jaringan komunikasi internal yang lebih 

efektif dan koordinasi lintas unit juga menjadi karakteristik utama. 

Dengan demikian, karakteristik organizing yang baik mencakup: pembagian 

tugas yang spesifik, struktur organisasi yang adaptif, mekanisme wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi antar-unit yang efektif. 

2.2.3. Fungsi Organizing 

Menurut P.Robbins & Mary Fungsi organizing memiliki beberapa peran utama 

dalam manajemen organisasi publik, antara lain: 

(1) Melaksanakan tanggung jawab pimpinan,  

(2) Melakukan pemberian motivasi kepada anggota  

(3) Koordinasi dengan komunikasi, dan  

(4) Menetapkan pengarahan dan tujuan. 
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Menurut Ekowati (2024, hal. 145) menampilkan bahwa struktur organisasi 

yang dirancang dengan baik aspek fungsi organizing  memberikan kontribusi 

terhadap kesiapan aparat dalam menghadapi perubahan layanan publik. Fungsi 

organizing juga berkontribusi pada efisiensi operasional: struktur yang tepat 

mempersingkat alur pengambilan keputusan dan mempercepat pelaksanaan tugas 

sehari-hari. 

Dalam organisasi yang menangani pengelolaan sampah, fungsi organizing 

membantu memastikan bahwa unit pengangkutan, unit pemilahan, dan unit 

pengolahan memiliki peran, mekanisme koordinasi, dan sumber daya yang tepat 

agar sistem berjalan terintegrasi. 

2.2.4. Tujuan Organizing 

Tujuan utama dari fungsi organizing adalah menciptakan kondisi internal 

organisasi dimana aktivitas kerja dapat berjalan secara tertata, efisien, dan 

terkoordinasi sehingga organisasi mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan.  

Menurut Cedergren (2024, hal 145) bahwa organisasi publik yang 

menerapkan struktur kerja yang jelas dan pembagian tugas yang tepat menunjukkan 

peningkatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan efisiensi pelayanan.  

Menurut Said (2024, hal. 537) menunjukkan bahwa integrasi unit kerja 

melalui mekanisme organizing yang baik memfasilitasi respons cepat terhadap 

perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat. Tujuan lainnya adalah memperkuat 

adaptabilitas organisasi terhadap dinamika tugas dan lingkungan eksternal.  

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, fungsi organizing memungkinkan 

instansi publik seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk 
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melaksanakan pengelolaan sampah secara lebih terarah, mengikuti prosedur yang 

tertib, dan dapat diukur kinerjanya. Struktur organisasi yang tertata memungkinkan 

alur kerja mulai berjalan sinergis, sehingga target lingkungan yang bersih dan sehat 

dapat lebih cepat tercapai. 

Secara lebih luas, organisasi yang struktur internalnya konsisten dengan 

tujuan strategis tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang 

pada gilirannya mendukung keberlanjutan program Kampung Iklim. 

Dengan demikian, tujuan organizing dirumuskan sebagai upaya sistematis 

untuk membangun struktur, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang dapat 

mendukung efektivitas Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo. 

2.2.5. Ciri-Ciri Organizing 

Ciri-ciri organisasi yang memiliki fungsi organizing yang baik antara lain: 

struktur organisasi yang jelas dan sederhana, unit kerja terbagi berdasarkan fungsi 

operasional, jalur wewenang dan tanggung jawab tercermin dengan jelas, sistem 

koordinasi yang berjalan secara rutin dan efektif, serta kemampuan organisasi untuk 

melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan operasional. 

 Danko (2023, hal. 95) mengemukakan bahwa organisasi yang bertransisi 

ke bentuk yang lebih mandiri menunjukkan ciri‐ciri: desentralisasi wewenang, 

komunikasi horizontal yang lebih tinggi, dan struktur yang tidak terlalu birokratis. 

Ciri lainnya yang relevan ialah transparansi tugas dan alur kerja  sebuah 

studi mengenai efektifitas kerja organisasi publik menyebut bahwa ketika 

koordinasi internal meningkat, tingkat efektivitas juga meningkat. 
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Dengan mengenali ciri-ciri tersebut, peneliti dapat menilai tingkat kualitas 

fungsi organizing dalam instansi publik yang menjadi objek penelitian. 

2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizing 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi organizing dalam 

organisasi publik mencakup kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi, 

mekanisme koordinasi, teknologi, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal 

seperti regulasi serta partisipasi masyarakat.  

 Wibowo (2021, hal. 81-83) mengemukakan kualitas sumber daya manusia 

menjadi kunci dalam keberhasilan fungsi manajerial, karena kompetensi dan 

motivasi pegawai menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dalam setiap unit 

kerja. 

Menurut Sari dan Nugroho (2022, hal. 155-168)  bahwa struktur organisasi 

yang terlalu hierarkis dapat menghambat proses koordinasi antarbidang, sementara 

struktur yang lebih datar (flat structure) mendorong efisiensi dan kolaborasi 

antarpegawai. Efektivitas organisasi publik di Indonesia sangat bergantung pada 

sejauh mana koordinasi lintas unit dan komunikasi internal dijalankan secara rutin 

dan terarah. 

Menurut Putra dan Rahmawati (2023, hal. 201-215)  bahwa faktor teknologi 

informasi dan sistem digital menjadi katalis utama dalam penguatan fungsi 

organizing, karena teknologi memungkinkan arus informasi yang cepat dan 

transparan. Faktor eksternal seperti regulasi dan dukungan kebijakan pemerintah 

juga memiliki pengaruh besar. regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam 
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implementasi kebijakan lingkungan dapat memperkuat efektivitas fungsi organisasi 

publik, khususnya dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota. 

Dengan demikian, efektivitas organizing sangat bergantung pada integrasi 

antara faktor internal (SDM, struktur, budaya) dan eksternal (regulasi, teknologi, 

partisipasi masyarakat) yang saling melengkapi dan memperkuat fungsi organisasi 

secara menyeluruh. 

2.3. Hubungan Organizing Dengan Program Kampung Iklim (ProKlim) 

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berbasis partisipasi 

masyarakat yang menuntut kolaborasi terpadu antara pemerintah, komunitas, dan 

pemangku kepentingan lokal dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 

termasuk pengelolaan sampah berkelanjutan.  

Menurut Putri dan Hadi (2022, hal. 44-59) Keberhasilan ProKlim tidak 

hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah 

daerah menjalankan fungsi manajerial internal, khususnya organizing, dalam 

mengatur sumber daya dan alur koordinasi program. Dalam konteks administrasi 

publik, keberhasilan program berbasis lingkungan berkorelasi kuat dengan model 

pengorganisasian yang mampu menciptakan integrasi peran dan tata kelola 

kolaboratif. 

 Purwanto dan Hidayat (2022, hal. 182-195) mengemukakan organizing 

dalam implementasi ProKlim mencakup pembagian peran antar pelaksana, 

pengaturan struktur kerja, serta penetapan mekanisme koordinasi lintas aktor mulai 

dari pemerintah daerah, desa, kelompok ProKlim, hingga kader lingkungan. Tanpa 

pengaturan organisasi yang jelas, program rentan mengalami tumpang tindih peran 
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dan lemahnya efektivitas eksekusi. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi 

struktural yang kuat antara lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat menjadi 

faktor kunci dalam keberhasilan program lingkungan berbasis komunitas. 

Dalam ProKlim, organizing juga berfungsi untuk membangun pola 

komunikasi kerja serta pengendalian operasional kegiatan seperti pengelolaan bank 

sampah, kampanye lingkungan, pelaporan kegiatan, dan pemantauan indikator 

program. Mekanisme organisasi yang sistematis mampu memperkuat komunikasi 

lintas pelaksana sehingga proses pengambilan keputusan, evaluasi, dan monitoring 

berjalan lebih responsif. Dengan demikian, efektivitas ProKlim tidak hanya 

ditentukan oleh intensitas kegiatan, tetapi juga oleh struktur pengorganisasian yang 

mampu menggerakkan partisipasi publik secara terkoordinasi. 

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, organizing 

menjadi faktor penentu dalam membangun konektivitas antara sistem birokrasi dan 

gerakan lingkungan berbasis masyarakat. Efektivitas ProKlim akan meningkat 

apabila pengaturan peran, pembagian tugas, dan sistem kolaborasi kelembagaan 

berjalan sinkron dan terintegrasi.Oleh karena itu, hubungan antara organizing dan 

ProKlim dapat dipahami sebagai kekuatan internal organisasi dalam membangun 

koordinasi, kolaborasi, serta keberlanjutan tata kelola lingkungan berbasis 

komunitas. 

2.4. Program Kampung Iklim (ProKlim)  

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan inisiatif nasional yang 

menekankan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

melalui kegiatan berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, 
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konservasi air, serta pengelolaan energi terbarukan. Pelaksanaan ProKlim 

membutuhkan dukungan organisasi yang kuat karena melibatkan berbagai aktor 

pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, 

dan dunia usaha yang harus bekerja secara terkoordinasi. Dalam konteks ini, fungsi 

organizing menjadi fondasi penting yang mengatur struktur, pembagian peran, serta 

mekanisme kerja antarpihak agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Menurut KLHK (2024) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

keberhasilan ProKlim di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana 

pemerintah daerah mampu membentuk struktur organisasi yang responsif dan 

kolaboratif. Melalui fungsi organizing, Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan 

adanya kejelasan peran antara unit pelaksana teknis, perangkat desa, serta 

komunitas penggerak lingkungan dalam melaksanakan kegiatan ProKlim seperti 

pengelolaan sampah terpadu, bank sampah, dan pemanfaatan kembali bahan 

organik. Tanpa struktur dan koordinasi yang jelas, pelaksanaan program cenderung 

tidak konsisten dan sulit mencapai indikator keberhasilan. 

Efektivitas ProKlim sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi 

pemerintah dalam melakukan pembagian tugas, koordinasi lintas sektor, dan 

penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Dengan kata lain, fungsi 

organizing berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan kebijakan nasional 

dengan aksi kolektif masyarakat di lapangan. Ketika fungsi organizing berjalan 

optimal, sinergi antara birokrasi dan komunitas dapat terwujud. 

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, fungsi 

organizing berperan penting dalam mengintegrasikan ProKlim ke dalam sistem 
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kerja kelembagaan yang sudah ada. Pengorganisasian yang baik memungkinkan 

setiap bidang, seperti persampahan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, 

bekerja secara sinkron menuju tujuan bersama yaitu penguatan ketahanan 

lingkungan berbasis komunitas. Selain itu, melalui pengaturan struktur dan 

koordinasi yang jelas, ProKlim dapat menjadi wadah efektif bagi partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga 

pemanfaatan kembali sehingga mendukung terciptanya lingkungan bersih dan 

adaptif terhadap perubahan iklim. 

Dengan demikian, keterkaitan antara Program Kampung Iklim (ProKlim) 

dan fungsi organizing menunjukkan hubungan yang saling mendukung dan 

memperkuat satu sama lain. Fungsi organizing berperan sebagai fondasi dalam 

membangun struktur kelembagaan yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta 

koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan ProKlim dapat berjalan 

secara sistematis dan efektif. Di sisi lain, keberadaan ProKlim mendorong Dinas 

Lingkungan Hidup untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola 

organisasi, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kolaborasi 

lintas sektor, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan 

lingkungan. 

Interaksi yang sinergis antara aspek pengorganisasian dan implementasi 

program tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja internal lembaga, tetapi juga 

memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian 

perubahan iklim. Melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan 
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partisipatif, pelaksanaan ProKlim menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat serta mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penguatan fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim 

merupakan langkah strategis untuk memastikan program lingkungan dapat 

diimplementasikan secara optimal. Sinergi tersebut pada akhirnya berkontribusi 

terhadap peningkatan efektivitas kebijakan lingkungan daerah serta mendukung 

terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo secara lebih 

komprehensif dan berkesinambungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1. Jenis Penelitian 

 Menurut Furqany (2019, hal. 256) penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan memahami makna yang 

diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial secara kontekstual. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Pendekatan ini menekankan pemaparan fenomena secara sistematis dan 

rinci dalam konteks alami, dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual, proses, 

dan mekanisme yang terjadi tanpa mengubah atau memanipulasi variabel 

penelitian.  

 Menurut Mardatillah dan Murhayati (2023, hal. 110-125) pendekatan deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena 

manusia atau sosial dengan menekankan pengalaman, persepsi, dan interaksi 

antarindividu dalam setting alami.  

 Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk 

menelaah efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung 

Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci struktur organisasi, 

pembagian tugas, koordinasi antar‑unit, serta interaksi antara dinas dan masyarakat. 

Melalui wawancara mendalam dengan pegawai dinas, dan komunitas penggerak 
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lingkungan, penelitian ini menghasilkan data yang komprehensif mengenai 

pelaksanaan ProKlim. 

 3.2. Kerangka Konsep 

Tabel 3.1 Kerangka Konsep 

 

 3.3. Definisi Konsep 

1. Efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi berhasil 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan 

efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. 

2. Fungsi organizing atau pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen 

yang bertujuan menyusun, mengatur, dan menata sumber daya baik manusia, 

sarana, maupun kegiatan agar tujuan organisasi atau program dapat tercapai 

secara efisien dan efektif. 

3. Pengelolaan lingkungan secara partisipatif adalah pendekatan pengelolaan 

sumber daya dan lingkungan yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat atau 
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pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

program lingkungan. Tujuan pendekatan ini adalah memastikan keputusan dan 

tindakan terkait lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau 

lembaga formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan peran aktif 

masyarakat setempat. 

4. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang 

bertujuan mendorong masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim secara lokal melalui  pengelolaan sampah,konservasi air dan 

penghijauan serta pengelolaan energi terbarukan. Program ini menekankan 

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan 

lingkungan sehingga tercipta desa atau kampung yang ramah iklim. 

 3.4. Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian 

sehingga bagaimana isi dikategorikan dan apa kategorisasi penelitiannya. 

Kategorisasi yang ditentukan didasarkan pada beberapa indikator yang telah 

diidentifikasi tentukan terlebih dahulu. Kategorisasi pada penelitian ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Adanya tanggung jawab pimpinan  

       Dimana adanya peran pemimpin dalam sebuah tanggung jawab terhadap 

suatu organisasinya agar memberikan dampak baik kepada anggotanya 

b. Adanya pemberian motivasi kepada anggota 

       Terdapat pemberian motovasi dalam suatu program agar dapat 

meningkatkan kinerja suatu organisasi terhadap anggotanya 
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c. Adanya komunikasi 

       Seorang pemimpin memberikan komunikasi secara berkala kepada 

bawahannya agar terciptanya hubungan kerja yang baik  

d. Adanya pengarahan dan tujuan 

      mengetahui bagaimana cara mengerjakan suatu program dan tujuannya 

 3.5. Narasumber 

 Narasumber adalah orang atau pihak yang memberikan informasi atau 

pengetahuan mengenai program kampung iklim (ProKlim). Mereka biasanya 

memiliki keahlian atau pengalaman materi pelajaran yang relevan dan dapat 

membantu orang lain lebih memahami subjek tersebut. Adapun narasumber dalam 

penelitiaan ini, yaitu: 

1. Nama   : Andika Wiranata Pinem, ST 

Jenis Kelamin : Laki - Laki 

Jabatan  : Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

2. Nama   : Risa Bella Harahap, Amd 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Pelaksana 

3. Nama   : Yessi Sembiring Brahmana, S.Si, M.Si 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Pengawas Lingkungan/ Kasi. Kerusakan Lingkungan 

4. Nama   : Rutina Br. Sembiring, S.Sos , MIP 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 
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 3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, mengumpulkan data merupakan hal yang sangat 

penting. Untuk memperoleh Keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. 

a. Observasi 

Menurut  Putri dan Murhayati (2025, hal. 74)  Observasi membantu peneliti 

menangkap dinamika yang tidak selalu terlihat melalui wawancara. Observasi 

dilakukan di lapangan, termasuk kegiatan ProKlim yang melibatkan masyarakat, 

koordinasi antarpegawai DLH, dan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi iklim. 

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung efektivitas 

organisasi dan struktur pengelolaan ProKlim, termasuk interaksi antarpetugas, 

partisipasi masyarakat, serta cara sumber daya dikelola.  

b. Wawancara  

Menurut Rachmawati (2022, hal. 1-10) Pendekatan semi‑terstruktur 

memungkinkan alur wawancara fleksibel, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi 

informasi yang mungkin tidak muncul dalam pertanyaan tertulis wawancara 

semi‑terstruktur dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam 

ProKlim, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang, dan fasilitator 

program di tingkat kecamatan/desa. Teknik ini memberi kesempatan kepada 
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narasumber untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan ide mereka 

mengenai bagaimana fungsi organizing dijalankan, bagaimana koordinasi antarunit 

dilakukan, dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ProKlim.  

2. Data Sekunder 

Menurut Ardiansyah dkk (2023, hal. 1-9) Melalui dokumentasi, peneliti 

dapat menilai keselarasan antara rencana program, pelaksanaan fungsi organizing, 

dan hasil yang dicapai, serta meninjau perkembangan program dari waktu ke waktu. 

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang 

relevan dengan penelitian. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari laporan 

ProKlim, notulen rapat, arsip kegiatan DLH, serta dokumen kebijakan terkait 

pengelolaan lingkungan di Kabupaten Karo.  

Penggunaan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi 

memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang komprehensif 

mengenai efektivitas fungsi organizing dalam mendukung pengelolaan lingkungan 

secara partisipatif melalui ProKlim. Dengan data primer yang dikumpulkan 

langsung dari narasumber dan data sekunder dari dokumen resmi, peneliti dapat 

memastikan informasi yang diperoleh valid dan relevan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

 3.7. Teknik Analisis Data 

   Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan menata informasi 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat 

diinterpretasikan dengan jelas. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan ke 
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dalam kategori, menelaah unit informasi, merumuskan pola, menyoroti hal penting, 

dan menyusun kesimpulan yang mudah dipahami. 

Dalam penelitian ini, untuk menilai efektivitas fungsi organizing dalam Program 

Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.  

     Menurut Rachmawati (2022, hal 1-10) peneliti melakukan beberapa tahapan 

analisis: 

a. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data 

mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga fokus hanya pada 

informasi yang relevan dengan koordinasi antarunit, pembagian tugas, dan 

partisipasi masyarakat dalam ProKlim. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi 

dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi deskriptif agar pola dan hubungan antar 

tema mudah dikenali. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan 

disajikan, sekaligus memverifikasi temuan melalui cross-check dengan narasumber 

dan dokumen resmi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data. 

Melalui langkah-langkah ini, penelitian dapat memberikan pemahaman 

yang mendalam dan sistematis mengenai peran fungsi organizing dalam 

mendukung pelaksanaan ProKlim dan pengelolaan lingkungan secara partisipatif di 

Kabupaten Karo. 
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 3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 

Kecamatan Kabanjahe Desa Ketaren, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152, 

serta beberapa desa dan kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program 

Kampung Iklim (ProKlim). Pemilihan lokasi ini dilakukan karena wilayah tersebut 

merupakan tempat implementasi langsung ProKlim, sehingga peneliti dapat 

mengamati efektivitas fungsi organizing, koordinasi antarunit, dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Waktu Penelitian ini dimulai dari 

November 2025 sampai bulan februari 2026. 

 3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam 

Program Kampung Iklim (ProKlim) 

Visi 

‘‘Terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang peduli lingkungan, tangguh 

terhadap perubahan iklim, serta berpartisipasi aktif dalam upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan’’ 

Misi 

1) Lingkungan Berkelanjutan 

Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui 

penerapan praktik ramah lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta 

pemanfaatan sumber daya alam secara bijak di tingkat masyarakat. 
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2) Masyarakat Peduli Iklim 

Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam 

menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, dan 

pendampingan Program Kampung Iklim. 

3) Penguatan Kelembagaan 

Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pelaksana Program Kampung 

Iklim melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarbidang, serta kerja sama 

lintas sektor yang terintegrasi. 

4) Adaptasi Perubahan Iklim 

Mendorong pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, seperti 

pengelolaan air, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana berbasis 

potensi dan kearifan lokal masyarakat. 

5) Mitigasi Perubahan Iklim 

 sampah, peningkatan ruang terbuka hijau, penggunaan energi ramah 

lingkungan, serta pengurangan pencemaran lingkungan. 

6) Tata Kelola yang Efektif 

Mewujudkan pelaksanaan Program Kampung Iklim yang efektif dan efisien 

melalui penerapan fungsi organizing yang optimal, termasuk kejelasan struktur 

organisasi, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. 
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3.9.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo 

 

 
                 Sumber : google.wikipedia. 

Gambar 3.1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo 

  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karo merupakan salah satu 

perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam membantu Pemerintah 

Kabupaten Karo menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, 

khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan persampahan. 

Pembentukan DLH Kabupaten Karo didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Karo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 

perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DLH dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Secara fungsional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo memiliki 

peran dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program, serta kegiatan 

monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan 
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pemerintah daerah. Selain itu, DLH juga bertugas menyusun laporan pelaksanaan 

program sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah daerah. 

Dalam praktiknya, DLH Kabupaten Karo berperan aktif dalam mendorong 

pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal tersebut 

diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengendalian pencemaran 

lingkungan, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat terhadap isu perubahan iklim, serta pelaksanaan upaya adaptasi dan 

mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk mendukung efektivitas program, DLH 

Kabupaten Karo juga melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar 

kebijakan dan kegiatan lingkungan hidup dapat terlaksana secara terpadu di seluruh 

wilayah Kabupaten Karo. 

Lokasi Kantor 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo berlokasi di Desa 

Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan 

kode pos 22152. Lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan daerah sehingga 

mudah dijangkau dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan koordinasi. 

Letak Geografis Kabupaten Karo 

Secara geografis, Kabupaten Karo terletak pada kisaran 3°06’19” Lintang 

Utara dan 98°15’54” Bujur Timur. Wilayah ini berada di bagian tengah Provinsi 

Sumatera Utara dan dikenal sebagai daerah dataran tinggi yang memiliki kondisi 

iklim relatif sejuk. Karakteristik geografis tersebut turut memengaruhi kondisi 

lingkungan serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karo. 
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3.9.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo 

 

 

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh selama 

pelaksanaan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 

narasumber yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karo. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis 

hingga diperoleh kesimpulan. 

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi organizing dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim, yang meliputi pembagian tugas, penetapan 

peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antarbidang dan pihak terkait di 

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Melalui pendekatan ini, 

peneliti berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana fungsi organizing 

diterapkan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan ProKlim di lapangan. 

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses wawancara, narasumber 

dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karo yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan 

Program Kampung Iklim. Untuk memudahkan proses analisis, data narasumber 
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dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jabatan, peran 

dalam program, serta keterlibatan dalam kegiatan ProKlim. 

Karakteristik narasumber dan jawaban yang diberikan digunakan sebagai 

sumber utama informasi dalam penelitian ini. Selanjutnya, data hasil penelitian 

disajikan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian guna 

memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas fungsi organizing dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. 

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin disusun untuk 

memberikan gambaran mengenai karakteristik narasumber yang terlibat dalam 

penelitian ini. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, sehingga informasi yang dihimpun dapat disajikan 

secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fokus penelitian. 

Adapun distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian 

“Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo” dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 1 25% 

2 Perempuan 3 75% 

 
Jumlah 4 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 3 

orang atau sebesar 75%. Sementara itu, narasumber berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 25%. Komposisi narasumber tersebut 

mencerminkan keterlibatan pegawai perempuan yang lebih dominan dalam 

pelaksanaan dan pengelolaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Distribusi narasumber berdasarkan umur disusun untuk mengetahui 

karakteristik usia narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Pengelompokan 

umur bertujuan untuk mempermudah analisis data hasil wawancara, sehingga 

informasi yang diperoleh dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus 

penelitian. 

Dalam penelitian berjudul “Efektivitas Fungsi Organizing dalam 

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
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Karo”, narasumber dikelompokkan ke dalam dua kategori umur, yaitu 25–35 tahun 

dan 36–50 tahun. Distribusi narasumber berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Persentase 

1 25–35 Tahun 1 25% 

2 36–50 Tahun 3 75% 

 
Jumlah 4 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber 

berada pada kelompok umur 36–50 tahun, yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 

75%. Sementara itu, narasumber yang berusia 25–35 tahun berjumlah 1 orang 

dengan persentase 25%. Dominasi narasumber pada rentang usia 36–50 tahun 

menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo banyak melibatkan pegawai yang memiliki 

pengalaman kerja dan pemahaman yang cukup dalam pengelolaan program 

lingkungan hidup. 

 

 



39 
 

 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan bertujuan untuk 

mengetahui latar belakang pendidikan narasumber yang terlibat dalam penelitian 

ini. Pengelompokan tingkat pendidikan diperlukan untuk memberikan gambaran 

mengenai kapasitas akademik narasumber sebagai sumber informasi, sehingga data 

hasil wawancara dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. 

Dalam penelitian berjudul “Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program 

Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo”, 

narasumber dikelompokkan ke dalam dua tingkat pendidikan, yaitu Ahli Madya 

(A.Md) dan Sarjana (S1). Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Ahli Madya (A.Md) 1 25% 

2 Sarjana (S1) 3 75% 

 
Jumlah 4 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber 

memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 75%, 
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sedangkan narasumber dengan tingkat pendidikan Ahli Madya (A.Md) berjumlah 1 

orang atau sebesar 25%. Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar narasumber memiliki latar belakang pendidikan yang 

memadai dalam memahami pelaksanaan serta pengorganisasian Program Kampung 

Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, sehingga informasi 

yang diberikan relevan dengan fokus penelitian. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

a. Adanya Tanggung Jawab Pimpinan 

Tanggung jawab pimpinan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan 

fungsi organizing, khususnya dalam memastikan kejelasan pembagian tugas, 

efektivitas koordinasi, serta keterpaduan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan 

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 

tanggung jawab pimpinan telah dijalankan dalam bentuk perencanaan, pengawasan, 

dan pengambilan keputusan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah 

kendala struktural dan koordinatif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 

2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST selaku 

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pimpinan 

bertanggung jawab dalam membagi tugas kepada staf serta melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, dalam praktiknya, pembagian 

tugas tersebut belum sepenuhnya  terstruktur antarbidang, sehingga pelaksanaan 

kegiatan masih cenderung berjalan secara parsial. Hal ini diperkuat oleh hasil 

wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB, 
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dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md selaku pelaksana, yang menyampaikan 

bahwa pimpinan aktif memantau kegiatan serta memberikan arahan apabila 

ditemukan kendala di lapangan. Namun demikian, koordinasi antarbidang belum 

berjalan secara optimal sehingga beberapa kegiatan Program Kampung Iklim 

(ProKlim) belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa tanggung jawab pimpinan masih lebih dominan pada aspek pengawasan 

individual dibandingkan dengan penguatan sistem kerja kolektif antarbidang. 

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada 

pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si 

mengungkapkan bahwa pimpinan juga memiliki tanggung jawab dalam menjalin 

koordinasi dengan pihak eksternal, seperti pengawas lingkungan, pemerintah desa, 

dan masyarakat. Akan tetapi, koordinasi lintas instansi tersebut belum dilakukan 

secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim belum berjalan secara seimbang di seluruh wilayah binaan 

ProKlim. Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 

Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP 

menambahkan bahwa pimpinan telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan program, seperti fasilitas pengelolaan sampah dan 

perlengkapan kebersihan. Namun, fokus penyediaan fasilitas tersebut masih lebih 

banyak diarahkan pada kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan kegiatan lain 

seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, serta pengendalian dampak 

perubahan iklim belum memperoleh dukungan yang proporsional. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung 

jawab pimpinan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Karo telah dijalankan, namun belum sepenuhnya mampu 

memperkuat fungsi organizing secara optimal. Hal ini terlihat dari belum jelasnya 

pembagian peran antarbidang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta belum 

adanya sistem pemantauan terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh 

kegiatan ProKlim secara menyeluruh. 

b. Adanya Pemberian Motivasi kepada Anggota 

Motivasi merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam 

pelaksanaan fungsi organizing, karena berpengaruh langsung terhadap semangat 

kerja, kedisiplinan, serta tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan program. 

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Karo, pemberian motivasi menjadi bagian dari upaya pimpinan 

untuk mendorong keterlibatan aktif staf dan pihak terkait dalam mencapai tujuan 

program. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 

2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST 

menyampaikan bahwa pimpinan memberikan dorongan kerja dengan turun 

langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan serta menyampaikan arahan 

kepada staf, sehingga meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pelaksana. 

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada 

pukul 13.00 WIB dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md menjelaskan bahwa 

motivasi juga diberikan melalui pendekatan persuasif, seperti penguatan kerja tim 
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dan pemberian apresiasi atas capaian kegiatan, yang berdampak positif terhadap 

semangat kerja anggota. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari 

Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring 

Brahmana, S.Si., M.Si menambahkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara 

berkelanjutan bertujuan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keberhasilan 

program merupakan tanggung jawab seluruh pelaksana. Selain internal organisasi, 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada 

pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP menyatakan bahwa 

motivasi juga diarahkan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan 

edukasi lingkungan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim. 

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemberian 

motivasi masih lebih banyak bersifat personal dan situasional, serta belum 

sepenuhnya didukung oleh sistem motivasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal 

ini berimplikasi pada belum meratanya semangat dan partisipasi anggota dalam 

seluruh kegiatan ProKlim. Dengan demikian, meskipun upaya pemberian motivasi 

telah dilakukan oleh pimpinan, penguatan mekanisme motivasi yang lebih 

sistematis masih diperlukan untuk mendukung efektivitas fungsi organizing dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian 

motivasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karo telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik kepada internal 

organisasi maupun kepada masyarakat. Motivasi diberikan melalui kehadiran 
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pimpinan di lapangan, arahan langsung, pendekatan persuasif, serta pembinaan 

berkelanjutan. Upaya tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, 

dan semangat kerja pelaksana program. Namun demikian, efektivitas motivasi 

masih sangat bergantung pada kesinambungan pembinaan dan konsistensi 

keterlibatan seluruh pihak, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat 

agar pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan 

secara berkelanjutan. 

c. Adanya Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu elemen kunci dalam fungsi organizing 

karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan kebijakan, arahan kerja, serta 

membangun koordinasi antaranggota organisasi. Dalam konteks administrasi 

publik, komunikasi yang efektif berperan penting dalam memastikan bahwa setiap 

kebijakan dan program dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam oleh 

seluruh pelaksana. Oleh karena itu, kualitas komunikasi sangat menentukan tingkat 

keterpaduan kerja dan keberhasilan pelaksanaan suatu program, termasuk Program 

Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. 

Berdasarkan Pembicaraan dengan para informan, diperoleh gambaran 

bahwa komunikasi antara pimpinan dan pelaksana Program Kampung Iklim di 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dilakukan melalui berbagai saluran 

komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 

Februari 2026 pada pukul 11.00 WIB dengan Bapak  Andika Wiranata Pinem, ST 

dan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md menjelaskan bahwa komunikasi antara pimpinan 

dan staf dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan melalui pertemuan 
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langsung, rapat kerja, serta pemanfaatan media komunikasi daring seperti grup 

WhatsApp.. Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 

2026 pada pukul 09.00 WIB  dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si 

menjelaskan bahwa pola komunikasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga 

dilakukan secara informal, sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan anggota 

dapat terjalin secara lebih terbuka dan tidak kaku. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB 

oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP yang menyatakan bahwa komunikasi 

yang berjalan dengan baik antara pimpinan dan bawahan mampu menciptakan 

suasana kerja yang kondusif serta mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman 

dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim. 

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi yang 

terjalin belum sepenuhnya didukung oleh sistem komunikasi organisasi yang 

terstruktur dan terintegrasi. Komunikasi masih lebih bersifat informatif dan reaktif 

terhadap kondisi di lapangan, serta belum secara konsisten menjangkau seluruh 

bidang dan pihak terkait. Akibatnya, koordinasi lintas bidang dan lintas instansi 

belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan ProKlim 

masih berlangsung secara parsial. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo 

telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran kegiatan. 

Namun, komunikasi tersebut belum sepenuhnya mampu memperkuat fungsi 

organizing secara menyeluruh. Diperlukan penguatan mekanisme komunikasi yang 
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lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan agar seluruh pelaksana dan 

pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama serta dapat bekerja secara 

sinergis dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim. 

d. Adanya Pengarahan dan Tujuan 

Pengarahan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan 

fungsi organizing, karena berperan dalam mengarahkan aktivitas anggota agar 

selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam pelaksanaan 

Program Kampung Iklim (ProKlim), pengarahan menjadi sarana bagi pimpinan 

untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang 

jelas, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian tujuan adaptasi serta mitigasi 

perubahan iklim. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 

2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST 

menjelaskan bahwa pimpinan memberikan pengarahan melalui pembagian tugas 

yang jelas serta penetapan target dan capaian kegiatan yang harus dipenuhi oleh 

setiap pelaksana, disertai dengan arahan lanjutan apabila terjadi hambatan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB dengan Ibu Risa Bella 

Harahap, A.Md yang menyampaikan bahwa pengarahan umumnya dilakukan pada 

tahap awal kegiatan agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai 

peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara 

terkoordinasi dan terhindar dari tumpang tindih tugas. Selanjutnya, hasil 

wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB 
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dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si menambahkan bahwa 

pengarahan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga bertujuan untuk 

menegaskan sasaran utama Program Kampung Iklim, khususnya dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan serta 

pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, hasil 

wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB 

oleh Ibu  Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP mengungkapkan bahwa pengarahan 

yang dilakukan secara konsisten mampu membantu anggota bekerja dengan lebih 

terarah dan bertanggung jawab, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan 

pada kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan ProKlim. 

 Dalam menghadapi kendala tersebut, pimpinan dan pelaksana program 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengarahan dan 

pencapaian tujuan program. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 

memberikan pengarahan secara berulang dan lebih persuasif kepada masyarakat 

melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Selain itu, pelaksana program 

juga berupaya melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses 

pengarahan, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh 

masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan bentuk 

kegiatan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, 

sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam pelaksanaan Program 

Kampung Iklim. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dan uraian upaya yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pengarahan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dilaksanakan secara berkelanjutan 

dan berorientasi pada pencapaian tujuan program. Pengarahan tersebut membantu 

anggota memahami peran dan tanggung jawabnya serta menjaga keterarahan 

pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, efektivitas pengarahan masih menghadapi 

kendala, terutama terkait rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan strategi pengarahan yang tidak hanya bersifat internal, 

tetapi juga lebih menyentuh aspek pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, agar 

tujuan Program Kampung Iklim dapat tercapai secara lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Analisis Hasil Wawancara 

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Efektivitas 

Fungsi Organizing Dalam Program Kampung Iklim ( Proklim ) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, penulis melakukan analisis terhadap data hasil 

wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam 

pelaksanaan program tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan pejabat dan 

pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. 

Berdasarkan keseluruhan data penelitian yang telah disajikan pada bagian 

sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis mengenai fungsi organizing dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim. Analisis ini difokuskan pada bagaimana 
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pimpinan mengatur pembagian tugas, membangun koordinasi antarbidang, serta 

mengarahkan sumber daya manusia agar pelaksanaan program dapat berjalan secara 

efektif dan terstruktur. 

Dalam melakukan analisis tersebut, data hasil wawancara dikaji dan 

disesuaikan dengan data sekunder, berupa teori-teori yang berkaitan dengan fungsi 

organizing, kepemimpinan, dan efektivitas organisasi. Melalui pendekatan ini, 

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Karo dalam mengorganisasikan Program Kampung Iklim serta 

faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. 

a. Adanya Tanggung Jawab Pimpinan 

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas 

fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, penulis melakukan analisis terhadap data hasil 

wawancara yang telah diperoleh di lapangan. Analisis ini difokuskan pada tanggung 

jawab pimpinan dalam mengatur pembagian kerja, membangun koordinasi, serta 

mengintegrasikan seluruh kegiatan program agar berjalan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Tanggung jawab pimpinan telah dilaksanakan melalui penyusunan rencana 

kerja, pemberian arahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di 

lapangan. Pimpinan berperan sebagai pengendali utama dalam menggerakkan 

sumber daya manusia agar kegiatan ProKlim tetap berjalan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Handayaningrat (2018, hal. 4) yang menyatakan bahwa koordinasi 
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merupakan proses penyatuan kegiatan dari unit-unit organisasi agar tercipta 

keselarasan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. 

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian tugas 

antarbidang dalam pelaksanaan ProKlim belum sepenuhnya terstruktur dan 

sistematis. Kegiatan masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara 

menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi organizing belum optimal, 

karena pengorganisasian yang efektif menuntut adanya kejelasan pembagian tugas, 

hubungan kerja, serta tanggung jawab yang terkoordinasi dengan baik antarunit 

organisasi. 

Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas instansi juga belum dilakukan 

secara berkelanjutan. Padahal, pelaksanaan program lingkungan seperti ProKlim 

membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Robbins dan Judge (2020, hal. 55) menjelaskan bahwa 

efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam 

membangun kerja sama lintas struktur guna memastikan seluruh program berjalan 

secara terpadu. Lemahnya koordinasi tersebut berdampak pada belum meratanya 

pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah binaan 

ProKlim. 

Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, pimpinan telah menunjukkan 

komitmen dalam mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan fasilitas 

pendukung, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Namun, 

dukungan tersebut masih lebih terfokus pada satu aspek kegiatan, sementara aspek 

lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, dan pengendalian dampak 
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perubahan iklim belum memperoleh perhatian yang seimbang. Hal ini 

menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian sumber daya belum 

sepenuhnya mencerminkan pendekatan ProKlim yang bersifat komprehensif, 

fungsi organizing harus mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi 

secara menyeluruh dan berkesinambungan. 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dijalankan, namun belum sepenuhnya 

mampu memperkuat fungsi organizing secara optimal. Kelemahan masih terlihat 

pada kejelasan pembagian peran antarbidang, koordinasi lintas instansi, serta belum 

adanya sistem kerja terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan 

ProKlim secara berkelanjutan. 

b. Adanya Pemberian Motivasi kepada Anggota 

Motivasi memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi 

organizing karena berkaitan langsung dengan semangat kerja, kedisiplinan, dan 

keterlibatan anggota dalam menjalankan program. Dalam pelaksanaan Program 

Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 

pemberian motivasi menjadi salah satu strategi pimpinan untuk mendorong 

partisipasi aktif aparatur serta masyarakat dalam mencapai tujuan program. 

Berdasarkan hasil analisis, motivasi diberikan melalui berbagai cara, antara 

lain kehadiran pimpinan di lapangan, penyampaian arahan secara langsung, 

penguatan kerja sama tim, serta pemberian penghargaan atas hasil kerja yang 

dicapai. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan 
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semangat kerja pelaksana dalam melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pandangan Inu Kencana Syafiie (2019, hal. 

23) yang menyatakan bahwa motivasi dalam administrasi publik berfungsi sebagai 

dorongan bagi aparatur agar bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan tujuan organisasi. 

Selain ditujukan kepada internal organisasi, motivasi juga diberikan kepada 

masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Upaya ini 

bertujuan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki masyarakat terhadap 

Program Kampung Iklim, sehingga mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga 

dan mengelola lingkungan di wilayahnya masing-masing. 

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian motivasi 

masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem motivasi yang terencana 

dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya tingkat partisipasi 

dan semangat kerja dalam seluruh kegiatan ProKlim. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan mekanisme motivasi yang lebih konsisten agar fungsi organizing dapat 

berjalan secara optimal. 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian motivasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan pengaruh positif terhadap 

semangat kerja pelaksana. Namun, untuk meningkatkan efektivitas fungsi 

organizing, motivasi perlu dikelola secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan 

terintegrasi dengan mekanisme kerja organisasi. 
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c. Adanya Komunikasi 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi 

memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung 

Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Melalui komunikasi yang 

berjalan, pimpinan dan pelaksana dapat menyampaikan informasi terkait kebijakan, 

pembagian tugas, serta perkembangan kegiatan di lapangan. Hal ini membantu 

kelancaran pelaksanaan program dan meminimalkan terjadinya hambatan teknis 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

Komunikasi yang terjalin juga memberikan ruang bagi pimpinan dan 

anggota untuk saling bertukar informasi dan menyampaikan kendala yang dihadapi 

di lapangan. Dengan adanya komunikasi tersebut, pelaksanaan kegiatan ProKlim 

dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, sehingga program 

tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Namun, komunikasi yang berlangsung belum sepenuhnya difungsikan 

sebagai alat strategis dalam penguatan fungsi organizing. Informasi yang 

disampaikan masih bersifat umum dan belum secara sistematis diarahkan untuk 

membangun koordinasi lintas bidang secara berkelanjutan. Kondisi ini 

menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antar pelaksana terkait prioritas 

kegiatan, alur kerja, dan keterkaitan antarprogram dalam ProKlim. 

Meskipun demikian, komunikasi yang berlangsung masih dapat terus 

ditingkatkan agar lebih terkoordinasi dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat. 

Penguatan komunikasi secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu 
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menyamakan pemahaman, memperlancar koordinasi antarbidang, serta mendukung 

keterpaduan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim. 

Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim 

di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan kontribusi positif 

dalam mendukung fungsi organizing. Melalui pengelolaan komunikasi yang 

semakin baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan 

sinergis. 

d. Adanya Pengarahan dan Tujuan 

Pengarahan dan penetapan tujuan merupakan unsur penting dalam fungsi 

organizing, karena menjadi dasar dalam mengarahkan pelaksana agar bekerja sesuai 

dengan rencana serta tujuan program yang telah ditetapkan. Pengarahan yang jelas 

membantu menciptakan keselarasan tindakan antaranggota dan memastikan 

kegiatan berjalan secara terkoordinasi. 

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, pengarahan dan tujuan program diwujudkan 

melalui beberapa aspek sebagai berikut: 

a) Kejelasan pembagian tugas yang dimana pengarahan diberikan untuk 

memastikan setiap pelaksana memahami tugas, peran, dan tanggung jawab 

masing-masing dalam mendukung pelaksanaan ProKlim.  

b) Penumbuhan semangat kerja dan kerja sama yang dimana Pengarahan tidak 

hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga bertujuan 

menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan antaranggota 
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c) Pengarahan juga digunakan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang belum berjalan optimal. 

Selain kendala internal, pelaksanaan Program Kampung Iklim juga 

menghadapi tantangan dari sisi partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih 

menunjukkan tingkat antusiasme yang rendah terhadap kegiatan program. 

Menanggapi kondisi tersebut, pengarahan diarahkan pada upaya peningkatan 

keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pemberian 

pemahaman mengenai manfaat langsung Program Kampung Iklim bagi lingkungan 

dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya 

menjadi objek program, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam 

mendukung keberhasilan ProKlim. 

Secara keseluruhan, pengarahan dan penetapan tujuan dalam pelaksanaan 

Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah 

memberikan arah kerja yang cukup jelas bagi pelaksana program. Pengarahan 

tersebut membantu mengoordinasikan kegiatan, menjaga semangat kerja, serta 

menjadi sarana penyelesaian kendala, termasuk dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Konsistensi pengarahan yang berkelanjutan diharapkan mampu 

memperkuat keterpaduan pelaksanaan program dan mendukung pencapaian tujuan 

ProKlim secara optimal. 

e. Program Kampung Iklim 

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karo telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai bentuk komitmen 

pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
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berbasis masyarakat. Sejak awal pelaksanaannya, ProKlim diarahkan untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 

hidup, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan 

berkelanjutan. Secara umum, tingkat keberhasilan program menunjukkan 

perkembangan yang cukup positif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi 

beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. 

Tujuan utama Program Kampung Iklim adalah mendorong peran aktif 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim. Program ini juga bertujuan untuk membangun perilaku 

ramah lingkungan, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan 

iklim, serta menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan tertata. Dengan 

tujuan tersebut, ProKlim diharapkan mampu menjadi sarana kolaborasi antara 

pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan Program Kampung Iklim telah 

dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan yang paling 

menonjol adalah pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pembersihan 

lingkungan, pengangkutan sampah secara rutin, serta pembiasaan hidup bersih di 

lingkungan permukiman. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan 

juga telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan. Kegiatan lain seperti penghijauan dan pemeliharaan lingkungan juga 

mulai dilaksanakan, meskipun belum merata di seluruh wilayah binaan ProKlim. 
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Gambar 4.1 Kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim  

 

Rangkaian pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan melalui 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Pemerintah 

daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menyusun rencana 

kegiatan dan memberikan arahan kepada pelaksana program di lapangan. 

Selanjutnya, pelaksana program bekerja sama dengan masyarakat dalam 

menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, 

sedangkan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program ke 

depannya. 

Meskipun Program Kampung Iklim telah berjalan dan memberikan dampak 

positif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu 
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hambatan utama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. 

Sebagian masyarakat masih kurang antusias terhadap program karena keterbatasan 

pemahaman, kesibukan sehari-hari, serta anggapan bahwa program lingkungan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, keterbatasan sumber 

daya, baik dari sisi sarana pendukung maupun koordinasi antarbidang, juga menjadi 

faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. 

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Program Kampung 

Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan sejak tahun 2020 

dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, khususnya dalam 

pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun, untuk 

mencapai tujuan program secara lebih optimal, diperlukan penguatan 

pengorganisasian, peningkatan koordinasi, serta pendekatan yang lebih intensif 

kepada masyarakat agar keterlibatan dan keberlanjutan program dapat terus 

ditingkatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas fungsi 

organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa program tersebut 

telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat. Sejak mulai 

dijalankan pada tahun 2020, ProKlim telah memberikan kontribusi positif, 

khususnya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi organizing dalam pelaksanaan 

ProKlim telah diterapkan melalui adanya pembagian tugas, komunikasi, 

pengarahan, serta pemberian motivasi kepada pelaksana program. Pimpinan 

berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan arahan kerja, serta 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Upaya tersebut 

membantu menjaga keberlangsungan program dan memastikan kegiatan tetap 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Namun demikian, efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program 

Kampung Iklim belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum 

terintegrasinya pembagian peran antarbidang secara menyeluruh, koordinasi lintas 

instansi yang belum berjalan secara berkelanjutan, serta pelaksanaan kegiatan 

ProKlim yang masih terfokus pada aspek tertentu, terutama pengelolaan sampah. 
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Sementara itu, kegiatan lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, 

dan pengendalian dampak perubahan iklim belum terlaksana secara merata. 

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung Program 

Kampung Iklim masih beragam. Sebagian masyarakat telah menunjukkan 

keterlibatan yang cukup baik, namun masih terdapat masyarakat yang kurang 

antusias terhadap program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim 

tidak hanya ditentukan oleh pengorganisasian internal, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

menjaga lingkungan. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program 

Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan dan 

memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, namun masih memerlukan penguatan 

fungsi organizing agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terpadu, efektif, 

dan berkelanjutan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo. 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo diharapkan dapat memperkuat 

fungsi organizing melalui pembagian tugas yang lebih jelas dan terintegrasi 

antarbidang. Penguatan koordinasi internal dan lintas instansi perlu 

dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan ProKlim dapat 

berjalan secara terpadu dan seimbang sesuai dengan tujuan program. 
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2. Pimpinan dan pelaksana program diharapkan dapat meningkatkan 

konsistensi pengarahan, komunikasi, serta pemberian motivasi kepada 

seluruh pelaksana. Selain itu, diperlukan perencanaan program yang lebih 

menyeluruh agar kegiatan ProKlim tidak hanya terfokus pada pengelolaan 

sampah, tetapi juga mencakup kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim lainnya secara merata. 

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian 

terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim. Keterlibatan aktif 

masyarakat sangat diperlukan agar program tidak hanya bersifat seremonial, 

tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi 

lingkungan hidup di wilayah masing-masing. 
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